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GUBERNUR SULAWESI TENGAH 

 
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH 

 

                      NOMOR  3  TAHUN 2022 

 
TENTANG 

 

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT 
 DAERAH TAHUN 2021-2026 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR SULAWESI TENGAH, 

 
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan dalam Pasal 273 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis 

Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.     

 
 

Mengingat :   1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan 

Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi 

Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 

Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2687); 

  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

 

 

SALINAN 
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4. Peraturan . . . 

  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312); 

  5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi 

Tengah Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 

Tahun 2021 Nomor 140, Tambahan Lembaran Daerah  Provinsi 

Sulawesi Tengah  Nomor 126);  

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS 
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Sulawesi Tengah. 

2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah. 

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Sulawesi Tengah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Sulawesi 

Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah. 

5. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah. 

6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 

akhir periode perencanaan. 

7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

8. Strategi  adalah  langkah-langkah  berisikan  program-program 

indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 

9. Kebijakan   adalah   arah   atau   tindakan   yang   diambil   oleh 

Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. 

10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 

kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai 

sasaran dan tujuan   serta   memperoleh   alokasi anggaran atau  

kegiatan  masyarakat  yang  dikoordinir  oleh instansi Pemerintah. 
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11. Rencana . . . 

11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional yang 

selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah penjabaran dari visi, misi, 

dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP 

Nasional, yang memuat strategi dan prioritas pembangunan nasional, 

kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas 

Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta 

kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian 

secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana 

kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang 

bersifat indikatif. 

 

12. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah 

penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, 

rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran 

perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, 

serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/ Lembaga, 

kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka 

pendanaan yang bersifat indikatif. 

 

13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Sulawesi 

Tengah untuk Periode 20 (dua puluh) tahun, memuat visi, misi dan 

arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. 

 

14. Rencana   Pembangunan   Jangka   Menengah   Daerah,   yang 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk 

periode 5 (lima) tahun Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. 

 

15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan 

Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun Provinsi Sulawesi 

Tengah Tahun 2021-2026. 

 

16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW 

adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran 

strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional 

dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah. 

 

17. Rencana   Kerja   Pembangunan   Daerah,   yang   selanjutnya 

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi 

Sulawesi Tengah untuk periode  1 (satu) tahun. 

 

18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja 

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun. 

 

 

 



- 4 - 

 
 

 

 
 

19. Bersifat . . . 

19. Bersifat indikatif adalah data dan informasi, baik tentang sumber daya 

yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di 

dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak 

dicapai dan tidak kaku. 

 

20. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau 

kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau 

dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program 

atau kegiatan. 

 

BAB II 
KEDUDUKAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

 
Pasal 2 

(1) Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-

2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 

Tahun 2021-2026. 

 

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja 

Perangkat Daerah. 

 

 

BAB III 
SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

 
Pasal 3 

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai 
berikut: 
a. BAB I     :  PENDAHULUAN; 

b. BAB II    :  GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT        
    DAERAH; 

c. BAB III  :  PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS  
    PERANGKAT DAERAH;  

d. BAB IV   :  TUJUAN DAN SASARAN; 

e. BAB V    :  STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN; 
f. BAB VI   :  RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN  

    SERTA PENDANAAN; 

g. BAB VII   :  KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG  
    URUSAN; DAN  

h. BAB VIII  :  PENUTUP. 
 

(2) Dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada                                                                                

ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 

 

 

 

BAB IV . . . 
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                                         BAB IV 
                              KETENTUAN PENUTUP 

 
                                         Pasal  4 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Provinsi Sulawesi Tengah. 

 

 
            Ditetapkan di Palu 

            pada tanggal 17 Januari 2022 
 

            GUBERNUR SULAWESI TENGAH, 
 
 

         ttd 
 

                        RUSDY MASTURA 
Diundangkan di Palu  
pada tanggal 17 Januari 2022  

 
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
    SULAWESI TENGAH, 

 
 

ttd 
 

    MOH. FAISAL MANG  

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 806 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

                KEPALA BIRO HUKUM, 

 

 

                Dr. YOPIE, MIP, SH.,MH 

                    Pembina Tk I, IV/b 

Nip. 19780525 199703 1 001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


